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YAYASAN BAITUR ROHMAN BANTENGAN

DESA BANTENGAN KECAMATAN BANDUNG

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Akta Notaris : Tettri Noviandari,S.H,.S.Sos,.M.Kn.
Nomor : 07 Tanggal : 17 Maret 2014
Alamat : Kompleks Mushola Baitur Rohman Bantengan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BAITUR ROHMAN BANTENGAN

e L1/03/1V/2014

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BAITUR ROHMAN

MENIMBANG

MENGINGAT

BANTENGAN BANDUNG TULUNGAGUNG

a. Bahwa dalam rangka upaya mempersiapkan generasi penerus
bangsa yang tanggung, cerdas dan berjiwa islami, Maka
pendidikan sekolah tingkat dasar sangat penting sebagai
pondasi dalam diri siswa agar terjadi keseimbangan antara

ilmu agama dan umum.

b. Bahwa sebagai wujud dari upaya sebagaimana upaya dalam
huruf a konsiden menimbang maka perlu didirikan sekolah
tingkat dasar yaitu MI Baitur Rohman  Bantengan

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen

. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Th. 2004

Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 Tahun

2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang
Yayasan

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru

. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun



MENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2007 Tentang Standar Proses
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru
MEMUTUSKAN

Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitur Rohman Bantengan
Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan susunan -
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

Membentuk Struktur Organisasi Madrasah [btidaiyah (MI) Baitur
Rohman  Bantengan Kecamatan Bandung Kabupaten
Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

lampiran ini

Setiap Personal dalam Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud
dictum kedua mempunyai tugas Menyelenggarakan tata kelola
dan tata laksana pembelajaran pada MI Baitur Rohman
Banterngan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantengan
Pada Tanggal : 1 April 2014
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KEMENTERIAN HUKUM DAN TTAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DPAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK ENDCNESIA

NOMOR : AHU - 2233.A8.01 04 Tahun 2514
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTER] HUK UM DAN HAK ASAST MANUSLA SEPUBLIK INDONESIA,
. Surat permodonan diurl Notuns leli Noviendan, SSos. SH., MKa Nomer

BTTNSATII01S tanggal 20 Maret 2014 perihal pormofonan pengesatan akta
pendirizn yayasawmdnerjmnnggal Marzr 2012,

: Bahwa setzlah dikikukan pepelition terhadsp Akia Pendirien Yepassn yang di

samzaikan kopeds Kemcotesian Hubam Ban Hak Asasi Manusia, ekiz tersebut telah
memenubn syarat setagairiana dize de‘am peraturan perundang-undsngan, sehingim
depat disakkan:

I. Undang-Undang Nomor |6 Tshut 2001 Temtang Yayasan (Lembaran Negara
Repubitk indoncsia Fahon 2000 Nomor 172, Tamhahan |embosm Negera
Republik  Indonesta Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indomesia
Noror 28 Tahun 2004 Tentune Perubabian #tas Lidang-Un_an Nomor 16 ‘Tabum
2001 Tentang Yayasn (1emharan Newim Repubiik Indonesia Takum 2004 Nomo-
115, Tambahan Lembaren Negara Repudlik Indomzsia Nomor 4430) Undung-
Undang tvamar 17 Vahun 2013 Tettang Urgenisast Kemasyrrakatan;

2, Pemoturan Pemeringzh Repobli Indcoesia Nomor &3 Tahon 2008 Tentung
Peleksanaari  Undang-Undang Tetang Yavesan (|.embarsn Negara

Republik
Indoresia Tahun G008 Nomor 134, Tsmbahen Lembarin Negera Repuhlik:

Indanesin Nomor 38057

3. Poraturar, Pemerintay Republik Indooesia Nemer 2 Tehuo 2013 Tentang Perubahan
Ates Peraturan Pemzrintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentarg Pelaksanaan U
Undang Tenteng Yeyasen (Lembaran Nagsra Republik Indonesia Tohun 2013
Nomor Z. Tambahen Lembarar Negara Republik Indoresia Nomor $387),

4. Peraturar Presiden Repoblik Indonesis Nomor 24 Tabun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugss, dan Fungsi Eselon | Kenenterion Negars;

$, Peraturan Menter Hukum dan Hak Asast Manusia Republik Tndonesta Nomor
MHB-05.0T.0°.01 Tabun 2010 Temteng Crgeaisasi dan T Kerja Kemeeran
Hukom dem Hak Ases; Manusza Republik Icdoresia;

MEMUTUSKAN

Memberihan Pergesehen Atz Peadinan |

YAYASAN BAITLR ROHMAN EANTENGAN
NPWP - 66699 057.7-629.000
Berkedudukan di Komnpleks Duiter Rohman Barcongar, Dusen Bantengan, Rukun
Tetangga 003, Rusun Wargs 002, Desa Bariengn, Kecamnten Bandung, Kabapaier
Tulungsgung, Propins: Jaws Timur, sesuei dengan Akta Nomor 7 tangzal 17 Maret
-2014 yeng dibuat pleh Notaris Tenri Noviander., 8.5zs,. SH, MKn berkedudukan &
Kzbupaten Talunzagunc.
Keputisan ini mnls beriaku sepnk tanges’ ditstarken.

. MA.\USIA REPUBLIK INDGNESIA
INISTRAS! HUKUM UMUM

NUALL, SH., MIL
986101 0ol
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